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KEPUTUSAN BUPATI SUKABUM!

NOMOR 4 -'3/ #:ﬁ My -OREAN /2006
TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGER| 3 SURADE
DAN SEKOLAK MENENSAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 JAMPANGTENGAH
DI LINGFUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI

Manimbang

Mengingat

BUPATI SUKABUMI,

bahwa dalam rangka mewujudkan mutu dan sistom pendidikan
di Kabupaten Sukabumi secara optimal, dipandang periu
menetapkan penegerian Sckolah Menengah Pertama (SMP) di
Kabupaten Sukabumni yang telah memenuhi syarat formal dan
syarat material;

Lahwa Seckolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana
dimaksud pada huruf 2 diatas, yang saat ini telah memenuhi
persyaratan formal maupun rnpaterial untuk ditetapkan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku aclalah Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Surade dan Sekolah
Menencah Pertama (SMP) Negeri 3 Jampangtengah;

bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimnna dimaksud
pada huruf a dan b di atas, perlu ditetaphkan dengan Keputusan

Bupati

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupalen Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Ropublik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Momor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lombaran Nagara Republik
indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

NMomeor 3041),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang HKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Republik [ndonesia Nomor 20 Tahun 2003
ientang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4301);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perun¢lang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4388);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung|awab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421),

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tontang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik
Ihdonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lermmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437); ,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambzhan Lembaran Negara Nomor

4438);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesla Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 18380
Nornor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

Keputusan Menteri Pendidikar. Nasional Republik Indonesia
Nomor J60/U/2002, tanggal 30 April 2002, tentang FPedoman

Fendirian Sekolah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomeor 31 Tahun 2000
tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lernbaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 200C Nomov 21 Seri D);

Poraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomeor 32 Tahun 2000
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah_ Kabupaten
Sukabumi (l.embaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000

Nomor 22 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun ?DDE
tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemeriniah
Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Tahun 2002 Nomor § Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Ta:hun 2005
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 {!..ambaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 6 Seri A),
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2008-2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E); '

18. Keputusan Bupati Sukabumi Nornor 117 Tahun 2004 tentang
Penctapan Kembali Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama
{SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten
Sukabumi.

13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang
Penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi,
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUM! TENTANG PENETAPAN
PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3
SURADE DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3
JAMPANGTENGAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI,

Menetapkan penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3
Surada dan Sekolah Manengah Pertama (SMP) Negeri 3
Jampangtengah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukabumi.

Dengan telah ditetapkannya penegerian Sekolah Menengah Pertama
(SMP) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas, maka
sistem pendidikan dan mekanisme kerja serta tenaga pendidik
secara |nstitusional yang bersangkutan harus segera disesuaikan
berdasarkan peraturan perundang-uncangan yang berlaku,

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sukabumi untuk terus melaksanakan tugas pengawasan sistem
pendidikan serta pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA di atas secara optimal.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang
bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditotapkandi : PALABUHANRATU
pada tanggal : J:? Defeonber zm{:
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PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PERMUKIMAN DAN BANGUNAN

JI, Raya Cisolol KM 10 Cisolok Telp. (0266) 7073855
CI1SOLOK -4336]

e T

Membaca

Mengingat

SURAT IZIN KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN BANGUNAN

KABUPATEN SUKABUMI
Nomor : (22 7IMI, €271 PMB - SDB/ DPB / 2005

THEONTANG

1ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN BANGUNAN KABUPATEN SUKABLIMI

Surat permohonan  IMB  dari === DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKABUMI ==

Beralamat ' JI. Raya Cisaat Komplek Gelanggang FHemuda Cisaal

Tanggal * 15 Oklcber 2005 nomor : 680

Yzng kelengkapen berkashys diterima di Dinas Permukiman dan Bangunan <abupalen
Sukabumi pada tanggal . 17 Oktober 2005

Perihal : === |ZIN MENDIR'KAN BANGUNAN TIGA RUANG KELAS DAN KANTOR

SMPN 3 SURADE ====

hehwa barkenzan dengan pmmmnan fersetud diatzs. te'zh ditersitran zin Fms.-tp
Bupati Sukabumi, tanggal .. s . NOMOT ovneannsinnes sassesasnnns

bahwa berdasarkan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan tanggal ............
Nomor ... . lokasl tanah yang dimchon telah sasuan -:Ian tidak
berantangan dmgm Rem:are Tata Ruang Weayah (RTRW) Kabupaten Suiabumi,
sebagaimana ditelapkan dalam Peraturan OQaerah Kabupa'en Sukstumi Nomor 10
Tahun 1999,

Bahwa telah diterbitkan 1z{n Lokasi tang@nl .......oovveee oo NOMOP s

Bahwa permohonan izin tersebut di atas capat dikabulkan, karena islah memenuhi
persyaratan leknis menurul petunjuk dan pertimbangan dari Pengawas Bangunan di

[apangan.

bahwa untik maksud tersehut di alas, kepada pemohon peru diatr dan diletapkan
dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Kapale Dinas Permukiman dan Bangunan
Kabupaten Sukabumi.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 19513 tlentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dzlam Lingkungan Propinsi Jawa Baral -

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturar, Dasar Pokok-Pokok
Agraria

Undang Undang Nomer 6 Tahun 968, tentang Penananan Modal Dalam NMegeri;
Undang-Unciang Nomor 4 Tahun 1982 lentang Perumahan dan Pamukiman |
Undang-Undang Nomor 23 Tahun!‘iﬂﬂ?’ lentang Pengelolaan Linglkungan Hidup ;
Undang-Ungang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Femerintahan Daerah |

Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 1992 lentang Perimbangan Ke sangan Antara
Pemarintah [Pusat dan Dagrah |

. Persturan Pemarniah ...........
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Peraturan Mentri Dalam Neger nomor S tahun 1982 tentang | Pedoman Penyusunan
dan Pengendalian Pembangunan Di Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Sukabumi nomor 11 tahun 1560,
tenlang ;| Penelapan Gans Sempadan unluk jalan - jalan yang dalam penguasaan
Pemerintah Kabupaten Dasrah Tingkat |l Sukabumi;

Keputusan Presiden Rl nomor 32 lahun 1980 tentanyg Pengelolaan kawasan lindung :

Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat Il Sukabumi nomor 21 tahun 2000 tenlang ljin
Mandirikan Bangunan [ IMB ) ;

Peraturann Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Pembentiukan Dinas Parmukiman dan Bangunan Kabupaten Sukabumi |

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2001, tentang Organisasi
dan Taia Kerja Kantor Permukiman dan Bangunan ksbupsien Suksbuni ;

Surat Keputusan Bupati Kepala Dae-ah Tingkat (| Sukabum| Nomor
B20/SK/1 20rPUK/1984 tanggel 30 Apnl 1984, Tentang Garnis Yempadan Bangunan

Surai Kepuiusan Bupali Sukzbumi Nomor 24 langgsl 15 Desember 2000 ifeniang
Penetapan Standar Harga Biaya Konsiruks, Bangunan |

Sural Keputusan Bupali Sukabumi Nomor | 065/Kep 295-Orgarv.'001 tanggal
27 Agustus 2001, tenlang : Pellmpahan Sebagisn wewenang Bupali Sukatumi
Kepsda Kepsla Kantor Pemaukiman dan Sangunan Ksbupaten Suxsbumni unfuk
penanda langanan Sure! ljin Mendirikan Bangunan ( IMB ) di iKabupa®en SLkabunii,

MENGIZINKAN

Nama : ======2 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN <ABUPATEN
SUKABUMI ======x
Alamal Surade Kampung 1 Cibatandong
RT...... i Wi Desa/Kelurahan : Pasir Ipis
Kecamatan : Surade
Untuk mendirikan / membangun bangunan yang akan berfungsi sebagal

===== BANGUNAN 3 RUANG KELAS DAN KANTOR SMPN 3 SURADE =====

dengan perincian Luas Bangunan, adalah :

2. Kelas e RO s e e e e
b. Kanior M RO I ot v ek M i e s T aa A R
c. snjp i dgami s e R R n mbE R AR HE S AR R SEE BEE WS i 1 i

d. in “ ail

'a. i &

f, = e o e e e
g' ali

h- fam|lfidonen AEd R bR E B RER FEE FE0 S8 AREF | P BES FEF AR AW sEEg Filyawm SEE e AAE W

Litas Total = 309 m2
Letaknyadiatastanah ................ HIDah . i

Sentifikal tanah Nomor : AH .......,. 63/2004
T N e AT [ (e L e A iy GRe gy L oo TR
Kepunyaan / Milik ey TR L g 7 s R S LS

Kelurahen / Desa e PRSI . s trnwrnsi | irmastrmrhsris iF A T U
Kecamalan : T e, A T S E sy o A S S

| I-Eabupatan Sukab Jmi ,

sesuai gambar-gambar rencana dan situasi yang te'sh disshkan sebacaimana
terdlampir dalam Suraft [jin ini .

Dengen Katefuan ... ...
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Dangan ketentuan-ketentuan sehaga berikut |

PERTAMA

Penerima |zin sebagalnana dimaksud dan tersebiul diatas, ball sebuluni dan sesuvdar
membangun. diwajibkan mematuhi beberapa ketentuan , yailu |

1.

10.

11.

12.

13

Apzbila pelaksznasn pskenzan akzn dimulal, Penenma |zin diwajbkan melapo:
kepada Kanter Perinukiman dan Bangunan Kabupaten Sukabum,

Apabila Penerima IMB akan melaksanakan pambangunan, diharuskan untub
membuat papan (MB yang menandakan bahva yang bersangkutan telak
menciapatkan IME, adapun bentuk dan ukyran papan IMB menguti ketentuar
yang telash ditetapkan oleh Kantor Permukiman dan Bangquran Kabupater
Sukabuini

Seluruh pelaksanann pembangunan, harus agsuai dengan rencana sabagaimans
gambar-gambar vang telsh disshkan dan merupakan bagian yang tidst
terpisahkan dengan Suratl Izin ini,

Gans-gans sempaclan yang harus diaksanakan oleh Penerima izin , adalah sbb :

a. Qaric Sempadan Pagar , minimal =... ..., 8,5 ... m" dariporos jalan

b. Garis Sempadan Bangunan , minimal = ... 17,5...... m' dar poros ja'an.
c. Gans Sempadan Partal, minimal =... ... ......m" dan balas air pasang fertingg
d. Garis Sempadan Sungai, minimal = ................... m' dari labing sungai.

Berdasarkan ﬂarﬁ-:;rikt-uan lapangan dan gambar rencana bargunan, maks
bangunan ini . memenuhifidak inemenuhi syaratl, sehingga batas bangunan dar
pagar harus mundur (dibongkar) . . M sesual gambar tenampir

Apablla terdapat perubahan (kepemilikan, fungsi bangunan, konstruksi) bangunar
diluar Su-=' lzn Ini, maka dengan sendirinya Surat IMB ini dinyalalkan tatal
selanjulnya Pemilllk dan atau Penerima [zin harus segera meiasor kepada Kanto:
Permukiman dan Bangunan Kabupsien Sukabumi.

Apablla Penerima (zin akan mempeiluas bangunan, maka d'harugskar untuk
mengnjukan permchonan IMB perluasan kepada Karlor Permukiman dar
Bangunan Kabupalen Sukabum|,

Apablla dikemudian han lerjadl sengkela yang tidak menyangkul masalal teknis
tata bangunan, maka sepéenuhnya inenjadi tanggungjawab Penerima izin,

Apabila dikelak kernudian hari sabagian dari |[ahan dan atau bangunan var.g telal
sslesai dibesngun sesusi dengan Surst Izin ini terkens peneniben skibat pansiser
kembali Rencana Tata Kota nleh Pemerintah Kabupalen Suiwabumi, maka
Penerima izin (atau Pemilik baru) harus bersadia menyesugikan dengan Rencana
Kota dimaksud (anpa menuntul ganti nigi kepada Pemerintsh Kabupatler
Sukabumi .

Apabila penerima Surat IMB tidak melaksanakan pembangunan selama jangka
wakiu 1 (satu) tahun sejak langgal Surat INVIB diterbitkan, inaka penerim: Surat
IMB diharuskan mangajukan purparjangan, Untuk selanjutnya masa boclaku IMB
perpanjangan dibalasi dalam jangka wakty maksimal 1 [satu) tahun

Aczabila hinggs habisnva wakiu parpaniangen IMB vang cibernkan masin belum
juga ada pelaksanaan pembanglinan, maka pemohnn diharuskan membuat Surat
Permohonan IMB baru, don IMB lama dinyatukan batal.

Pembuatan jalan nmasuk halanan pada jalur Jalan Proping| harus mempuryai lzin
dan Dinas PU Bina Marga Propinsi Jawa Barat sesusi dengan Swrat Keputusan
Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 593/S K. 808/Huk/84,

Pembuatan pagar halaman setinggi-tingginya 1 meater cari muka tanah dan harus
lembuis pandang pada bagian depan

Tidak hanya tercatas selama kegiatan pelaksanaan pembangunan, Penerima izin
harug sungguh-sungguh maernolinara Kebarsihan-Keterliban-Keamanan (K-3)
sehingga tidak mengpanggu dan atau mengotori ingkungan se«itarnya,

Sisa banan bangunan dan atau barang bekas atau yang sejerisnya, harus sudsh
dibersihkan dalam jangka wakiu 0 (sepuluh) har setelsh bangunen yang
dimakgud selesai ,

14. Pada halaman ...........c.oo.
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14, Pada halaman yang diparkeras harug dibuat darl bahan yang resap air sosual
dangan petunjuk dari Dinas Permukiman dan Bangunan Kabupaten Suksbuml.

15. Menyediakan tempal pembuangan sampah yang memanuhi persyalalan
kesehatan , kebersihan dan ketertiban

15. Penerimz |zin harus bersedia pindah lokasi / lempatl apabila dikemudian han
sudah fidak sesusi dengen polz pengounaan peruniukennya sxinat penatasn
kembali Rencana Tata Kola

17. Bagi bangunan besar dan bertingkat (lobih deri 2 tingkat) harug ada rekcmendasi
perhitungan daya dukung tanah dar L aboratoriura yang telah disetuui Dinas

Permukimai -dan Bangunan Kabupaten Suksbumi, - :

18, Keberadaan sepliktank dengan resapan atau cubluk narus Herjarsx munimal 10
(sepuluh) mater dan sumur / sumber air tana’s yang dipergunakan untuk air bersih
baik untuk keperluan sendin maupun masyarakat sekitamya.

19, Apabila tarnyata keberadaan bangunan Per.enma lzin menunbulkan pencamaran
(udara, limbah, suara, getaran, dll) maka bangdnan tersabul harus dlengkapi
dengan sistem penangpulangan pencemarannya hingga smbang ba'a: yang
aman .

20, Apabila paimohon izin akar/sudah memperiuasimenambah bangunan dan ternyata
dalam pembagunannya melebihi ketentuan BCR (Building Ceverage Ratia) vang
diizinkan sebagaimana tercantum 4alam Izin Peruntukan Penggunsan Lahan,
maka Penarima izin d harushan untuk menambah |uasan lahan hingna sesusl lags

dengan ketentuen BCR yang lelen ditetepxarn.

Besarnya biaya retnbusi Rp. 827.0C0.-
( wme======= SEMBILAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH ===susne==)

i
- syrat i8n ini diberikan Serdasarken ketentuan-keientuan sshegaimena dimaxsud pada

DIKTUM PERTAMA dan apabila terjadl penyimpangun dari ketenisan-kelentuan
tarzebut akan diberikan Surgl teguran berurut-turut maksimal sebanyak 3 (tigal) kah
untuk jangka wakiu minimal 7 (tujuh, hari setiap teglran, selanjutnva apabila tidak
mengindahkan leguran tersebut dialas, make Bupali Sukabumi dapal memerintahkan

peryegslan (pengosengan) atau cembonghkaran

Surat ljin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketuntuan bahwa apabila
dikemudian hari temyata terdapa\ kekeliruan / xesalahan, maka axan diaclakan
perubahan / perbeikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkandi | SUKABUMI
Padatanggel | /- 10 foo5

PLH.HEEA: LA DINAS PERMUKIMAN DAN

1. Yth. Bapak Bupali Sukabumi (sebagai laporan).
2. ¥Yih. Kepala Bawasda Kabupaten Sukabumi,
3. Yih Kepala BPKD Kabupaten Sukabumi.

4. Yth. Comat Kepala Wilayah Kecamatan Surade.
5. Yth. Kepala Kantor Sal. Pol.PP Kabupaten Sukabumi.
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA EARAT
J1. Sockarno-Hatta (By Pass) No.586 Bandung Telp.7562057
i
. Nomor : : Kepada :

Yth. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KAB, SUKABUMI

di-
SUKABUMI
1
DAFTAR PENGANTAR
& No- Jenis yang dikirlm Banynknya Ketcrangan
Petikan Surut Kepulusan Kepala Kantor Wilaysh « Untuk dlsampaikan
Badan Pertanahan Nosional Provlnsi Jawa Bnrtﬂi kepada yang ber-
sangkutan
Tanggal : 30 - 01 - 2006
» Untuk dipergunakan

Nomor - 06-530.2 - 32 - 2006 sabogaimana muestinyd,
J 1 Buah e Sotelah  diteritma  lembar
\ Tentatig : Pemberian Hak Pakai kodua harap dikembali

Kan.
Atas Nama :

Pemerintah Kabupaten Sukabuii

N

Luas | 6.000 M2

Di : KAB. SUKABUMI

Bandung, 30 JANUARI 2006

Diterima tanggal : '17 vl |
3 ANKEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Yang Menerima : PROVINSI JAWA BARAT,
KEPALA BAGIAN TATA USAHA,
Ub.
I"lt Kepala Sub Bagian Umuin dan Perunclang-undangan,
. [

AEP KUSTIWA. SH
NIE. 010160835

=i,
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